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KORELASI PENGATURAN UPAH
DENGAN INVESTASI DI INDONESIA

Oleh :
Noor Faiz1

Abstract 
Wages regulating system is one of the things that affect investment because 
business actors expect to gain maximum profit with minimal cost. This study 
aims to determine the correlation of wage policy and investment in Indonesia. 
Type of research used in this research is normative / doctrinal legal research 
with legal approach. From this study it can be seen that to create a balance 
between wage rights and business actor’s interests, the government sets wages 
regulation that protect workers based on the needs of decent living with attention 
to productivity and economic growth. The wage system needs to be developed 
considering the balance between achievement or productivity, worker needs and 
company capacity.
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Abstrak
Pengaturan upah merupakan salah satu hal yang dapat memengaruh� �nvestas� 
karena laz�mnya pelaku usaha mengharapkan memperoleh keuntungan 
maks�mal dengan modal m�n�mal. Penel�t�an �n� bertujuan untuk mengetahu� 
keb�jakan pengupahan terka�t dengan �nvestas� d� Indones�a. Jen�s penel�t�an 
yang d�gunakan dalam penel�t�an �n� adalah penel�t�an hukum normat�f/doktr�nal 
dengan pendekatan perundang-undangan. Dar� penel�t�an �n� dapat d�ketahu� 
bahwa untuk menc�ptakan kese�mbangan hak upah dengan kepent�ngan pelaku 
usaha, pemer�ntah menetapkan pengaturan pengupahan yang mel�ndung� pekerja/
buruh berdasarkan kebutuhan h�dup layak dengan memperhat�kan produkt�v�tas 
dan pertumbuhan ekonom�. S�stem pengupahan perlu d�kembangkan dengan 
memperhat�kan kese�mbangan antara prestas� atau produkt�v�tas kerja, kebutuhan 
pekerja dan kemampuan perusahaan.

Kata kunc�: upah, penanaman modal, investasi, keseimbangan.

1  Hak�m Pengad�lan Agama Badung, Bal�, ema�l : fa�zbushol�c@gma�l.com.

I. PENDAHULUAN
Pembangunan nas�onal d� 

Indones�a adalah sebaga� salah satu 
cara mewujudkan kesejahteraan bag� 
bangsa Indones�a sebaga�mana amanat 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republ�k Indones�a Tahun 

1945 (selanjutnya d�sebut UUD 1945). 
Sebaga� negara bercorak civil law 
yang menghendak� agar hukum yang 
ada d�tuangkan dalam bentuk tertul�s, 
amanat dalam UUD 1945 tersebut telah 
d�jabarkan dalam berbaga� peraturan 
perundangan-undangan. Pembangunan 
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merupakan proses yang kompleks 
karena menghendak� keterl�batan 
segala aspek keh�dupan yang sal�ng 
bers�nerg� dan berkes�nambungan 
dalam rangka mencapa� tujuan yang 
sama.2

UUD 1945 menyatakan 
bahwa pembangunan ekonom� 
meng�syaratkan adanya peran serta dar� 
masyarakat. Hal tersebut dapat d�l�hat 
dar� Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang 
berbuny� “Perekonom�an nas�onal 
d�selenggarakan atas dasar demokras� 
ekonom� dengan pr�ns�p kebersamaan, 
ef�s�ens� berkead�lan, berkelanjutan, 
berwawasan l�ngkungan, kemand�r�an, 
serta dengan menjaga kese�mbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonom� 
nas�onal”.3 Makna dar� pr�ns�p 
kebersamaan yang tercantum dalam 
Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut 
harus d�l�hat secara komprehens�f. 
In� berart� bahwa pembangunan 
menghendak� t�dak hanya peran 
pemer�ntah akan tetap� peran 
masyarakat juga. Atas dasar �tu maka 
d�bentuk lah Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal.

Penanaman modal berka�tan 
erat dengan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Penanaman modal 
berpeluang membentuk b�dang 
pekerjaan yang akan dapat menyerap 
tenaga kerja ke dalamnya. Undang-
Undang Penanaman Modal d� 

2  Ibid., hlm. 21.
3 Jonker S�homb�ng, 2010, Peran dan Aspek 

Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 
Alumn�, Bandung,  hlm. 74.

samp�ng mengatur penanaman modal 
secara umum, juga mengatur tentang 
ketenagakerjaan yang dapat d�temukan 
dalam Pasal 10 dan Pasal 11. 
Pengaturan pengupahan tenaga kerja 
d�atur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan Peraturan Menter� 
Tenaga Kerja dan Transm�gras� 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 
M�n�mum. Dalam Pasal 88 Undang-
Undang Ketenagakerjaan tersebut 
d�tentukan bahwa set�ap pekerja/buruh 
berhak memperoleh penghas�lan 
yang memenuh� pengh�dupan yang 
layak bag� kemanus�aan. D� samp�ng 
�tu juga d�atur bahwa pemer�ntah 
menetapkan pengaturan pengupahan 
yang mel�ndung� pekerja/buruh 
berdasarkan kebutuhan h�dup layak 
dengan memperhat�kan produkt�v�tas 
dan pertumbuhan ekonom�.

Dar� latar belakang tersebut, 
rumusan masalah dalam penel�t�an 
�n� adalah pertama baga�manakah 
pengaturan �nvestas� dan pengupahan 
d� Indones�a?, kedua baga�manakah 
korelas� pengaturan pengupahan 
dengan �nvestas� d� Indones�a?

Dalam penel�t�an �n�, penul�s 
menggunakan bahan hukum berupa 
peraturan perundangan-undangan 
dan l�teratur hukum yang relevan 
dengan permasalahan yang d�tel�t�. 
Penul�s menyadar� bahwa penel�t�an 
�n� mem�l�k� kesamaan top�k dengan 
penel�t�an la�nnya akan tetap� terdapat 
perbedaan dalam objek pembahasan. 
Adapun penel�t�an yang terka�t dengan 
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top�k penel�t�an yang penul�s tel�t� 
antara la�n:
1. Pengaturan Upah Berdasarkan 

Pr�ns�p Kead�lan, penul�s: 
Yetn�wat�, Un�vers�tas Gadjah 
Mada, Yogyakarta, tahun 
2017. Has�l penel�t�an tersebut 
antara la�n meny�mpulkan 
bahwa pembentukan Peraturan 
Pemer�ntah Nomor 78 Tahun 
2015 t�dak mel�batkan lembaga 
tr�part�t seh�ngga t�dak ad�l 
bag� pekerja dan perumusan 
asas hukum pengupahan yang 
berkead�lan.

2. Ket�dakse�mbangan Hak dan 
Kewaj�ban Antara Investor 
As�ng dengan Pekerja Indones�a 
dalam Pengaturan Penanaman 
Modal dan Ketenagakerjaan, 
penul�s Sul�st�owat�, Un�vers�tas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, 
tahun 2015. Has�l penel�t�an 
tersebut meny�mpulkan bahwa 
ada ket�dakse�mbangan antara 
�nvestor as�ng dengan pekerja 
Indones�a yang tampak dalam 
kesamaan upah pekerja Indones�a 
yang bekerja pada PMA dan 
PMDN.
Tujuan dar� penel�t�an �n� 

adalah untuk mengetahu� keb�jakan 
pengupahan terka�t dengan �nvestas� 
d� Indones�a.

II. METODE PENELITIAN
Jen�s penel�t�an dalam penel�t�an 

�n� adalah penel�t�an hukum normat�f. 
Penel�t�an hukum normat�f d�kenal 

juga dengan �st�lah penel�t�an hukum 
doktr�nal yang merupakan penel�t�an 
yang bertujuan member�kan penjelasan 
yang terper�nc� atas �su hukum yang 
d�hadap�.4 Sedangkan jen�s pendekatan 
yang d�gunakan adalah pendekatan 
peraturan perundang-undangan. 
Dalam penel�t�an hukum normat�f, 
permasalahan d�kaj� berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan konsep/teor� hukum 
d�gunakan sebaga� p�sau anal�s�s untuk 
mencar� pemecahan masalah.

III. HASIL PEMBAHASAN
Salah satu s�s� yang pal�ng 

rawan konfl�k antara pengusaha dan 
pekerja dalam hubungan �ndustr�al 
adalah pengupahan. D� satu s�s� upah 
merupakan hak pekerja/buruh yang 
berfungs� sebaga� �mbalan atas jasa 
dan/atau tenaga yang mereka lakukan, 
tetap� upah merupakan komponen yang 
harus d�keluarkan oleh pengusaha. 
Dengan adanya sudut pandang berbeda 
tersebut maka agar hak pekerja/buruh 
terhadap penghas�lannya tersebut 
terl�ndung�, pemer�ntah menetapkan 
upah m�n�mum.

Dengan dem�k�an maka dapat 
d�l�hat bahwa �nvestas� mem�l�k� 
hubungan dengan ketenagakerjaan, 
terleb�h dengan pengupahan. Investor 
mempunya� kepent�ngan terhadap 
pekerja/buruh agar �nvestas� nya dapat 
berjalan dan berkembang. Sedangkan 
pekerja/buruh berkepent�ngan untuk 
4 Dyah Ochtor�na Susant� dan A’an Efend�, 

2014, Penelitian Hukum (Legal Research), 
S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm 11
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mendapatkan kesempatan memperoleh 
pekerjaan dan upah yang layak bag� 
keh�dupannya.

3.1. Pengaturan Upah di 
Indonesia
Upah menurut Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/
buruh yang d�ter�ma dan d�nyatakan 
dalam bentuk uang sebaga� �mbalan 
dar� pengusaha atau pember� kerja 
kepada pekerja/buruh. Pasal 1 angka 
30 UU Ketenagakerjaan menentukan 
bahwa upah tersebut d�tetapkan atau 
d�bayarkan menurut suatu perjanj�an 
kerja, kesepakatan, atau peraturan 
perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bag� pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan 
dan/atau jasa yang telah atau akan 
mereka lakukan. Upah merupakan 
salah satu sarana bag� pekerja untuk 
men�ngkatkan kesejahteraannya.5

Upah �tu send�r� adalah hak 
pekerja/buruh yang semest�nya 
dapat d�gunakan untuk mencukup� 
kebutuhan h�dup mereka beserta 
keluarganya. Pengembangan s�stem 
pengupahan sedapat mungk�n 
d�lakukan dengan memperh�tungkan 
adanya kese�mbangan antara prestas� 
atau produkt�v�tas kerja, kebutuhan 
pekerja, serta kemampuan perusahaan. 
Sela�n �tu perlu juga agar struktur upah 
d�kembangkan menjad� leb�h sederhana 
sekal�gus memuat komponen upah 
5  Asr� W�jayant�, 2016, Hukum Ketenagakerjaan 

Pascareformasi, S�nar Graf�ka, Jakarta, hlm. 
107.

yang jelas sesua� dengan kebutuhan. 
Mekan�sme penetapan upah dan 
kena�kan upah seba�knya d�atur dalam 
perjanj�an kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanj�an kerja bersama antara 
pengusaha dengan pekerja/buruh.

Pengaturan pengupahan d� 
Indones�a d�atur dalam Pasal 88 h�ngga 
Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(UU Ketenagakerjaan). Kemud�an 
d� t�ngkat tekn�s, pengupahan d�atur 
dalam Peraturan Pemer�ntah Nomor 
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 
dan Peraturan Menter� Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Upah M�n�mum. 
Dasar pengupahan adalah pekerjaan 
yang d�lakukan oleh pekerja/buruh. 
Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang 
Ketenagakerjaan menentukan bahwa 
upah t�dak d�bayar apab�la pekerja/
buruh t�dak melakukan pekerjaan.

Penghas�lan pekerja/buruh 
d�ber�kan atas dasar untuk pemenuhan 
pengh�dupan yang layak, sebaga�mana 
d�atur dalam Pasal 88 Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. Penghas�lan yang 
dapat memenuh� kebutuhan h�dup yang 
layak merupakan jumlah pener�maan 
atau pendapatan pekerja/buruh 
atas has�l pekerjaannya yang dapat 
d�gunakan untuk mencukup� kebutuhan 
h�dup pekerja/buruh dan keluarganya 
secara propors�onal yang mel�put� 
kebutuhan makan dan m�num, paka�an, 
tempat t�nggal, pend�d�kan, kesehatan, 
rekreas�, dan jam�nan har� tua. Dan 
untuk mendapatkan penghas�lan yang 
dapat d�gunakan untuk memenuh� 
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tercapa�nya keh�dupan yang layak, 
pemer�ntah telah menentukan 
keb�jakan pengupahan agar mampu 
member� perl�ndungan kepada pekerja/
buruh dengan cara mengatur mengena� 
upah m�n�mum, upah kerja lembur, 
dan sebaga�mana d�atur dalam Pasal 
90 UU Ketenagakerjaan.

Keb�jakan upah m�n�mum 
d�tetapkan oleh pemer�ntah sesua� 
dengan pemenuhan kebutuhan h�dup 
layak dan dengan memperhat�kan 
t�ngkat produkt�v�tas dan pertumbuhan 
ekonom�. Dan upah m�n�mum tersebut 
dapat terd�r� atas upah m�n�mum 
menurut w�layah prov�ns� atau 
kabupaten/kota dan upah m�n�mum 
menurut sektor dalam w�layah 
prov�ns� atau kabupaten/kota. Upah 
m�n�mum d�arahkan pada terwujudnya 
pencapa�an pemenuhan kebutuhan 
h�dup layak. Kemud�an Gubernur 
dalam menetapkan pengaturan upah 
m�n�mum dengan memperhat�kan 
rekomendas� dar� Dewan Pengupahan 
Prov�ns� dan/atau Bupat�/Wal�kota. 
Sedangkan komponen dan pelaksanaan 
tahapan pencapa�an kebutuhan h�dup 
layak d�atur melalu� Keputusan 
Menter�.

Dalam UU Ketenagakerjaan 
pada Pasal 90 d�atur pula larangan 
bag� pengusaha untuk member�kan 
upah d� bawah ketentuan upah 
m�n�mum. Namun dem�k�an bag� 
pengusaha yang t�dak mampu 
membayar upah m�n�mum, dapat 
d�lakukan penangguhan. Penangguhan 
pembayaran upah m�n�mum d�tentukan 

dalam Keputusan Menter� Tenaga 
Kerja dan Transm�gras� Nomor 
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata 
Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah 
M�n�mum.

Untuk menentukan besaran 
upah m�n�mum, sela�n harus dengan 
mempert�mbangkan kesejahteraan 
pekerja/buruh, pemer�ntah juga harus 
memperh�tungkan kemampuan dan 
kelangsungan h�dup perusahaan. J�ka 
upah m�n�mum yang d�tetapkan terlalu 
rendah maka para pekerja/buruh akan 
sul�t untuk mencapa� keh�dupan yang 
sejahtera. Dem�k�an juga sebal�knya, 
j�ka upah m�n�mum d�tetapkan terlalu 
besar maka akan dapat memengaruh� 
komponen b�aya produks� yang 
semak�n t�ngg� yang akan berdampak 
pada harga jual produks� yang t�ngg�.

Pengusaha dan pekerja/buruh 
dapat melakukan kesepakatan mengena� 
pengupahan, akan tetap� kesepakatan 
tersebut t�dak d�benarkan b�la leb�h 
rendah dar� ketentuan pengupahan 
yang d�tetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Seh�ngga b�la terdapat kesepakatan 
yang leb�h rendah atau bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan 
maka kesepakatan yang d�buat 
tersebut menjad� batal dem� hukum. 
Selanjutnya pengusaha berkewaj�ban 
melaksanakan pembayaran upah bag� 
pekerja/buruh sesua� dengan ketentuan 
dalam peraturan perundangan yang 
berlaku.

Asas pembayaran d�lakukan 
atas dasar pekerjaan t�dak berlaku 
terhadap:
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a. pekerja/buruh sak�t seh�ngga 
t�dak dapat melakukan 
pekerjaan;

b. pekerja/buruh perempuan yang 
sak�t pada har� pertama dan kedua 
masa ha�d nya seh�ngga t�dak 
dapat melakukan pekerjaan;

c. pekerja/buruh t�dak masuk 
bekerja karena pekerja/
buruh men�kah, men�kahkan, 
mengkh�tankan, membapt�skan 
anaknya, �str� melah�rkan atau 
keguguran kandungan, suam� 
atau �str� atau anak atau menantu 
atau orang tua atau mertua atau 
anggota keluarga dalam satu 
ruma men�nggal dun�a;

d. pekerja/buruh t�dak dapat 
melakukan pekerjaannya karena 
sedang menjalankan kewaj�ban 
terhadap Negara;

e. pekerja/buruh t�dak dapat 
melakukan pekerjaanya karena 
menjalankan �badah yang 
d�per�ntahkan agamanya;

f. pekerja/buruh bersed�a 
melakukan pekerjaan yang telah 
d�janj�kan tetap� pengusaha t�dak 
mempekerjakan nya ba�k karena 
kesalahan send�r� maupun 
halangan yang seharusnya dapat 
d�h�ndar� pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak 
�st�rahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan 
tugas ser�kat pekerja/ser�kat 
buruh atas persetujuan 
pengusaha; dan

�. pekerja/buruh melaksanakan 
tugas pend�d�kan dar� 
perusahaan.
Terhadap pengecual�an tersebut 

maka upah pekerja/buruh tetap waj�b 
d�bayarkan oleh pengusaha. Dan 
ketentuan mengena� pengaturan 
pelaksanaan ketentuan pengecual�an 
tersebut d�tetapkan melalu� perjanj�an 
kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanj�an kerja bersama.

Salah satu hal pent�ng tentang 
pengaturan pengupahan adalah 
pembentukan Dewan Pengupahan 
Nas�onal, Prov�ns�, dan Kabupaten/
Kota yang terd�r� atas unsur pemer�ntah, 
organ�sas� pengusaha, ser�kat pekerja/
ser�kat buruh, perguruan t�ngg�, 
dan pakar. Menurut Keputusan 
Pres�den Nomor 107 Tahun 2004 
tentang Dewan Pengupahan, Dewan 
Pengupahan adalah suatu lembaga 
non struktural yang bers�fat tr�part�te. 
Depenas (Dewan Pengupahan 
Nas�onal) bertugas member�kan saran, 
dan pert�mbangan kepada Pemer�ntah 
dalam rangka perumusan keb�jakan 
pengupahan dan pengembangan 
s�stem pengupahan nas�onal. Dan 
dalam melaksanakan tugasnya, 
Depenas dapat bekerja sama ba�k 
dengan �nstans� Pemer�ntah maupun 
swasta dan p�hak terka�t la�nnya j�ka 
d�pandang perlu. Pembahasan rumusan 
saran dan pert�mbangan d� Depenas 
d�laksanakan melalu� tahapan sebaga� 
ber�kut :
a. Unsur Pemer�ntah dan/

atau unsur Ser�kat Pekerja/
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Ser�kat Buruh dan/atau unsur 
Organ�sas� Pengusaha dan/atau 
unsur Perguruan T�ngg�/Pakar 
meny�apkan bahan untuk d�bahas 
dalam rapat Depenas.

b. Has�l pembahasan tersebut 
d�tuangkan dalam bentuk pokok-
pokok p�k�ran Depenas.

c. Pokok-pokok p�k�ran tersebut 
d�sampa�kan kepada Pemer�ntah 
dalam bentuk rekomendas� 
sebaga� saran dan pert�mbangan 
dalam rangka perumusan 
keb�jakan pengupahan.
Sementara �tu Depeprov (Dewan 

Pengupahan Prov�ns�) bertugas untuk: 
a. Member�kan saran dan 

pert�mbangan kepada gubernur 
dalam rangka : 1) Penetapan 
Upah M�n�mum Prov�ns� (UMP). 
2) Penetapan Upah M�n�mum 
Kabupaten /Kota (UMK) dan 
Upah M�n�mum Sektoral (UMS). 
3) Penerapan s�stem pengupahan 
d� t�ngkat Prov�ns�.

b. Meny�apkan bahan perumusan 
pengembangan s�stem 
pengupahan nas�onal.
Sedangkan Depekab/Depeko 

(Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota) 
bertugas :
a. Member�kan saran dan 

pert�mbangan kepada Bupat�/
Wal�kota dalam rangka : 1) 
pengusulan Upah M�n�mum 
Kabupaten/Kota (UMK) dan/
atau Upah M�n�mum Sektoral 
Kabupaten/Kota (UMSK); 2) 
penerapan s�stem pengupahan d� 

t�ngkat Kabupaten/Kota.
b. Meny�apkan bahan perumusan 

pengembangan s�stem 
pengupahan nas�onal. 
Dalam melaksanakan tugasnya, 

ba�k Depeprov maupun Depekab/
Depeko dapat bekerja sama ba�k 
dengan �nstans� Pemer�ntah maupun 
swasta dan p�hak terka�t la�nnya j�ka 
d�pandang perlu. Perl�ndungan upah 
d� Indones�a menurut Asr� W�jayant� 
terdapat dalam t�ga aspek ya�tu 
penentuan upah m�n�mum, waktu 
kerja, dan denda.6

3.2. Korelasi Pengaturan Upah 
dan Investasi di Indonesia
Investas� d� Indones�a d�atur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal. Dalam ka�tan dengan 
ketenagakerjaan, undang-undang 
tersebut telah mengaturnya dalam Pasal 
11 dan Pasal 12. Menurut Henny Mar�a 
Nastas�a Anastas�a7 yang mengut�p 
temuan JETTRO (2005), d�sebutkan 
bahwa permasalahan utama �nvestas� 
d� Indones�a adalah permasalahan 
pen�ngkatan upah buruh yang 
menempat� urutan pertama dengan 84,4 
%. Penyerapan tenaga kerja juga t�dak 
lepas dar� peranan pemer�ntah sebaga� 

6 Asr� W�jayant�, Op. Cit., hlm. 109-117.
7 Henny Mar�a Anastas�a, Faktor–Faktor 

Ekonomi Makro yang Mempengaruhi 
Investasi Asing Langsung (FDI) pada Sektor 
Perkebunan di Indonesia Periode (Tahun 1980 
– 2007), Un�vers�tas Indones�a, d�akses melalu�  
http://l�b.u�.ac.�d/f�le?f�le=d�g�tal/20300265-
T%2030514-Faktor-faktor-full%20text.pdf, 
pada tanggal 19 Apr�l 2015, hlm. 5.
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penyusun keb�jakan untuk mendukung 
�nvestas� yang ba�k, standar pendapatan 
untuk kesejahteraan tenaga kerja dan 
strateg�-strateg� yang d�lakukan untuk 
mencapa� pertumbuhan ekonom� yang 
t�ngg�. Keb�jakan pemer�ntah dalam 
menetapkan upah m�n�mum menjad� 
alasan bag� pengusaha untuk leb�h 
mem�l�h �ndustr� yang padat modal.

Akt�v�tas �nvestas� yang 
d�lakukan oleh masyarakat secara 
terus-menerus akan berpengaruh 
pada pen�ngkatan akt�v�tas ekonom� 
dan kesempatan kerja, pen�ngkatan 
pendapatan nas�onal, dan pen�ngkatan 
t�ngkat kesejahteraan masyarakat. 
Pada umumnya �nvestas� mempunya� 
t�ga fungs� pent�ng ya�tu (1) 
�nvestas� sebaga� salah satu bag�an 
dar� pengeluaran agregat, seh�ngga 
pen�ngkatan �nvestas� berak�bat pada 
pen�ngkatan perm�ntaan agregat, 
pendapatan nas�onal, dan kesempatan 
kerja; (2) bertambahnya barang 
modal sebaga� ak�bat �nvestas� akan 
berpengaruh pada pen�ngkatan 
kapas�tas produks�; (3) �nvestas� 
selalu d��r�ng� dengan berkembangnya 
teknolog�.8

Teor� Lew�s tentang 
ketenagakerjaan mengungkapkan 
bahwa keleb�han pekerja merupakan 
kesempatan dan bukan masalah. 
Keleb�han pekerja satu sektor 
akan member�kan and�l terhadap 
pertumbuhan output dan penyed�aan 
pekerja d� sektor la�n. Selanjutnya 
8 Sadono Suk�rno, 1996, Pengantar Teori 

Makroekonomi, RajaGraf�ndo Persada, 
Jakarta, hlm.33.

Lew�s mengemukakan bahwa ada dua 
sektor d� dalam perekonom�an negara 
sedang berkembang, ya�tu sektor 
modern dan sektor trad�s�onal.9 Sektor 
trad�s�onal t�dak hanya berupa sektor 
pertan�an d� pedesaan, mela�nkan juga 
termasuk sektor �nformal d� perkotaan 
(pedagang kak� l�ma, pengecer, 
pedagang angkr�ngan). Sektor �nformal 
mampu menyerap keleb�han tenaga 
kerja yang ada selama berlangsungnya 
proses �ndustr�al�sas�,

Pemer�ntah mem�l�k� fungs� 
utama untuk membentuk keb�jakan 
dalam mengatur hubungan antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha agar 
berjalan seras� dan se�mbang yang 
d�dasar� dengan pengaturan hak dan 
kewaj�ban secara ad�l serta berperan 
sebaga� penegak hukum. D� samp�ng 
�tu pemer�ntah juga berperan sebaga� 
penengah yang ad�l dalam penyelesa�an 
konfl�k atau persel�s�han yang terjad�. 
Pada dasarnya keberlangsungan 
proses produks� dem� kepent�ngan 
yang leb�h luas juga harus pemer�ntah 
jaga dengan ba�k. Tujuan pekerja/
buruh untuk bekerja dalam untuk 
men�ngkatkan kesejahteraannya. 
Sedangkan pengusaha dalam proses 
produks� bertujuan memperoleh 
keuntungan dengan produkt�v�tas yang 
t�ngg�.10 Hubungan �ndustr�al tersebut 
9 Febry W�jayant� dkk., Anal�s�s Penyerapan 

Tenaga Kerja Industr� Dan Umkm Dalam 
Perekonom�an Dua Sektor D� Jawa T�mur, 
International Journal of Social and 
Local Economic Governance (IJLEG), 
vol. 1, no. 2, ed�s� Oktober 2015,  hlm. 121, 
http://�jleg.ub.ac.�d/�ndex.php/�jleg/art�cle/
download/17/46, d�akses tanggal 29 Jul� 2017

10  Asr� W�jayant�, Op. Cit., hlm. 106.
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perlu d�atur dengan tujuan akh�r 
terwujudnya produkt�v�tas atau k�nerja 
perusahaan dalam bentuk pen�ngkatan 
produkt�v�tas serta kesejahteraan bag� 
pekerja/buruh dan pengusaha secara 
propors�onal. Ketenangan kerja dan 
berusaha (industrial peace) perlu 
d�c�ptakan untuk dapat mewujudkan 
tujuan akh�r tersebut. Pen�ngkatan 
produkt�v�tas dan kesejahteraan 
merupakan dua hal yang sal�ng 
berhubungan, keduanya t�dak dapat 
d�p�sahkan satu dengan yang la�nnya 
dan malah sal�ng memengaruh�. 
Produkt�v�tas perusahaan yang d�mula� 
dengan produkt�v�tas kerja hanya 
dapat d�capa� j�ka d�dukung dengan 
kond�s� pekerja/buruh yang sejahtera 
maupun dengan adanya harapan yang 
nyata terhadap adanya pen�ngkatan 
kesejahteraan d� waktu mendatang.

Upah d�ber�kan menurut 
kesepakatan para p�hak, untuk 
mengh�ndar� upah yang terlalu rendah 
maka pemer�ntah telah menetapkan 
batasan standard upah terendah dalam 
peraturan perundang-undangan,11 
salah satunya dalam Peraturan Menter� 
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah 
M�n�mum dan Peraturan Menter� 
Tenaga Kerja dan Transm�gras� 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur 
dan Skala Upah. Pemer�ntah sebaga� 
regulator berperan sebaga� penengah 
dalam keb�jakan pengupahan yang 
harus mampu mengakomodas� 
kepent�ngan buruh/pekerja dengan 
11 Lalu Husn�, 2016, Pengantar Hukum 

Ketenagakerjaan, RajaGraf�ndo Persada, 
Jakarta, hlm. 144-145.

pengusaha. Upah yang terlalu t�ngg� 
dapat memengaruh� �nvestas� karena 
mengak�batkan b�aya produks� 
menjad� t�ngg�. Sedangkan upah yang 
terlalu t�ngg� akan memengaruh� 
kesejahteraan pekerja/buruh. Untuk �tu 
maka dalam kond�s� pengusaha t�dak 
mampu membayar upah m�n�mum, 
pemer�ntah telah mengeluarkan 
keb�jakan penangguhan pembayaran 
upah. Akan tetap� hal �tu harus d��r�ng� 
dengan penegakan hukum secara 
tegas apab�la terjad� penangguhan 
upah d�lakukan hanya semata untuk 
mengh�ndar� kewaj�ban pengusaha.

Kesejahteraan para pekerja/
buruh dan pengusaha hanya mungk�n 
dapat d�capa� j�ka d�dukung oleh t�ngkat 
produkt�v�tas tertentu, maupun dengan 
adanya pen�ngkatan produkt�v�tas 
yang memada� mengarah pada t�ngkat 
produkt�v�tas yang �ng�n d�capa�. 
Produkt�v�tas tersebut akan dapat 
mendorong keg�atan b�sn�s seh�ngga 
mampu menar�k �nvestor melakukan 
penanaman modal. Alasan �nvestas� 
menurut Kamarudd�n Ahmad antara 
la�n karena bertujuan memperoleh 
keh�dupan leb�h layak pada waktu 
mendatang, mengurang� tekanan 
�nflas�, dan untuk menghemat pajak.12

IV. KESIMPULAN
1. Instrumen pengaturan 

pengupahan d� Indones�a telah 
cukup memada�. Akan tetap� 
salah satu hal pent�ng yang 

12 Kamarudd�n Ahmad, 2004, Dasar-dasar 
Manajemen Investasi dan Portofolio, R�neka 
C�pta, Jakarta, hlm. 4.
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harus d�lakukan pemer�ntah 
adalah penegakan hukum atas 
ketentuan tentang pengupahan. 
Hal �tu pent�ng d�lakukan agar 
kese�mbangan antara pekerja/
buruh dengan pengusaha tercapa�. 
Investas� dan pengupahan 
merupakan dua hal berbeda 
yang sal�ng memengaruh�, untuk 
�tu pemer�ntah sebaga� regulator 
harus dapat bers�kap ad�l 
dalam menegakkan peraturan 
perundangan.

2. Pengaturan pengupahan berperan 
dalam �nvestas� d� Indones�a, 
ya�tu agar �nvestas� semak�n 
berkembang dan berpengaruh 
pada pen�ngkatan kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya. 

DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ahmad, Kamarudd�n, 2004, Dasar-

dasar Manajemen Investasi 
dan Portofolio, R�neka C�pta, 
Jakarta.

Husn�, Lalu, 2016, Pengantar Hukum 
Ketenagakerjaan, RajaGraf�ndo 
Persada, Jakarta.

Manan, Abdul, 2014, Peranan Hukum 
dalam Pembangunan Ekonomi, 
Kencana Prenadamed�a Group, 
Jakarta.

S�homb�ng, Jonker, 2010, Peran 
dan Aspek Hukum dalam 
Pembangunan Ekonomi, Alumn�, 
Bandung.

Suk�rno, Sadono, 1996, Pengantar Teori 
Makroekonomi, RajaGraf�ndo 
Persada, Jakarta.

Susant�, Dyah Ochtor�na dan A’an 
Efend�, 2014, Penelitian Hukum 
(Legal Research), S�nar Graf�ka, 
Jakarta.

W�jayant�, Asr�, 2016, Hukum 
Ketenagakerjaan Pasca 
reformasi, S�nar Graf�ka, 
Jakarta.

Jurnal dan karya ilmiah
W�jayant�, Febry dkk., Anal�s�s 

Penyerapan Tenaga Kerja 
Industr� Dan Umkm Dalam 
Perekonom�an Dua Sektor D� 
Jawa T�mur, Internat�onal Journal 
of Soc�al and Local Econom�c 
Governance (IJLEG), vol. 1, no. 
2, ed�s� Oktober 2015,  hlm. 121, 
http://�jleg.ub.ac.�d/�ndex.php/
�jleg/art�cle/download/17/46, 
d�akses tanggal 29 Jul� 2017.

Anastas�a, Henny Mar�a, Faktor–
Faktor Ekonomi Makro yang 
Mempengaruhi Investasi Asing 
Langsung (FDI) pada Sektor 
Perkebunan di Indonesia 
Periode (Tahun 1980–2007), 
(Tesis) Un�vers�tas Indones�a, 
d�akses melalu� http://l�b.u�.ac.
�d/f�le?f�le=d�g�tal/20300265-
T%2030514-Faktor-faktor-
full%20text.pdf, pada tanggal 19 
Apr�l 2015

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, 
Lembaran Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 2003 Nomor 
39.



299

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528XJurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  September 2017

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu
Vol. 6, No. 3 : 289 - 299

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal, 
Lembaran Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 2007 Nomor 
67.

Peraturan Pemer�ntah Nomor 78 Tahun 
2015 tentang Pengupahan, 
Lembaran Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 2015 Nomor 
237.

Keputusan Pres�den Nomor 107 
Tahun 2004 tentang Dewan 
Pengupahan.

Peraturan Menter� Nomor 7 Tahun 
2013 tentang Upah M�n�mum, 
Ber�ta Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 2013 Nomor 
1239.

Peraturan Menter� Tenaga Kerja dan 
Transm�gras� Nomor 1 Tahun 
2017 tentang Struktur dan Skala 
Upah, Ber�ta Negara Tahun 2017 
Nomor 441.

Keputusan Menter� Tenaga Kerja dan 
Transm�gras� Nomor KEP.231/
MEN/2003 tentang Tata Cara 
Panangguhan Pelaksanaan Upah 
M�n�mum.




